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ABSTRACT  
 
Rita Widyawati. S351502026. The Analize of Application Proportionality 
Principle  in Standard Agreement in Murabahah Funding Agreement on PT 
Bank JATENG Syariah located in Semarang . 2017. Notary Program of 
Faculty of Law of Sebelas Maret University. 
 
This research was conducted to analyze the Standard Agreement and 
Proportionality Principle Application in Murabahah Funding Agreement 
according to Islam Law. This study employed non-doctrinal approach method or 
normative research. The result of research showed that the application of 
proportionality or Al Muswah principle in murabahah agreement made in PT. 
Bank Jateng Syariah was not included completely in the clauses made, 
particularly the clauses concerning Funding amount, objective, form, and 
deadline, and those concerning Affirmative Covenant containing the 
accumulation of obligation for the customers. The application of shariah 
principles in murabahah agreement made in PT. Bank Jateng Syariah as 
governed in the Law Number 21 of 2008 about Shariah banking had met some of 
shariah principles. They were the Shariah principles as mentioned in the 
provision of National Shariah Council’s instruction (Fatwa) Number 4/DSN-MUI 
IV/2000 on April 1, 2000 about Murabahah, Pancasila Democratic Principle in 
the clause concerning the dispute settlement with discussion and caution principle 
in collateral clause. The form of standard agreement in murabahah agreement, 
according to the provision of Islam law, was allowed but was not recommended 
because there is another guidance determined as the determined in Quran Surrah 
Al Baqarah verse 282 stating that another agreement written by a just writer or 
positive law concept is called notarial deed. 
 
Keywords: Shariah Bank, Proportionality Principle, Standard Agreement, 
Murabahah Agreement.  
  
ABSTRAK 
 
 
Rita Widyawati.  S351502026. Analisis  Penerapan Asas Proporsionalitas 
Dalam Akad Baku Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Tengah Berkedudukan Di Kota Semarang. 2017. Program 
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.  
 
Penelitian  ini dibuat untuk menganalisa  Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam 
Akad Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank JATENG Syariah. Penulisan hukum 
ini menggunakan metode pendekatan non doctrinal atau penelitian normatif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas proporsionalitas atau asas Al 
Musawah dalam akad murabahah yang dibuat pada PT Bank JATENG Syariah 
tidak sepenuhnya terdapat dalam klausula yang dibuat yaitu khususnya dalam 
Kelompok klausul tentang Jumlah pembiayaan, tujuan pembiayaan, bentuk 
pembiayaan dan batas waktu pembiayaan dan kelompok klausul tentang 
Affirmative Covenant yang berisi akumulasi kewajiban bagi pihak nasabah. 
Terdapat ketimpangan antara hak dan kewajiban debitur dan kreditur, yaitu antara 
lain besaran margin keuntungan yang berbeda tergantung jangka waktu 
pembiayaan, kewajiban menambah agunan jika dirasa kurang, kewajiban 
melunasi pembiayaan jika nasabah terkena pemecatan kerja atau kebangkrutan 
usaha Penerapan prinsip syariah yang diatur dalam UU nomor 21 tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah telah dipenuhi meliputi Prinsip Syariah sebagaimana 
ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional  Nomor 4/ DSN-MUI IV/ 2000 tanggal 
1 April 2000 tentang Murabahah, Prinsip Demokrasi Pancasila di dalam klausula 
penyelesaian sengketa dengan musyawarah dan Prinsip Kehatian-hatian dalam 
klausula agunan. Bentuk perjanjian baku dalam akad murabahah menurut 
ketentuan hukum Islam  adalah diperbolehkan namun tidak dianjurkan karena ada 
tuntunan lain yang lebih disyariatkan sebagaimana ketentuan Al Qur’an surat Al 
Baqarah ayat 282 yaitu bentuk perjanjian lain yang ditulis oleh seorang penulis 
yang adil atau dalam konsep hukum positif disebut sebagai akta notariil.  
 
 
 
Kata kunci : Bank Syariah,  Asas Proporsionalitas, Perjanjian Baku , Akad 
Murabahah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
 
Dalam pandangan Islam, sumber daya alam di bumi ini tidak terbatas. 
Allah SWT menciptakan alam dan seisinya dengan jumlah yang tidak dapat 
dihitung. Namun untuk memperolehnya, ada yang langsung dapat dinikmati dan 
ada yang perlu dilkukan dengan upaya keras untuk mendapatkannya. Upaya yang 
dilakukan manusia ialah dengan ilmu yang dimilikinya. Sumber daya alam di 
bumi dan di langit itu tidak terbatas, namun kemampuan manusia itu yang 
terbatas, sehingga manusia tidak mampu untuk mengambil semuanya yang ada di 
bumi dan langit. Hal ini sebagaimana   Surat Al Baqarah ayat 29  
yang artinya : 
 َٕ َُِْ٘زَّناَ َك ه  خََْىُك نَب  يَِٙفََِضْسلأاَبًعٛ ًِ  جَََُّىثَٖ  ٕ  زْصاَ ِٗناََِءب  ً َّضناٍَََّ ُْا َّٕ  ض فَ َعْج  صَ َدا  ٔ ب  ً  صَ َٕ ُْ  َٔ
َِّمُِكثَ َء ْٙ  شَ َىِٛه  عَ(ٕ٢) 
 
“Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan di 
berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikanNya tujuh langit, dan Dia 
mengetahui segala sesuatu.
1
 
 
Hal inilah yang menjadi pandangan Islam terhadap harta dan ekonomi, 
diperlukan usaha-usaha untuk bisa menikmatinya namun yang perlu diperhatikan 
adalah usaha yang dilakukan dalam bidang ekonomi atau pengambilan harta 
tersebut harus  sesuai dengan aturan syariah karena Islam memandang bahwa 
harta dan ekonomi bukan merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai dalam 
kehidupan melainkan hanya sebagai alat atau sarana saja menuju kebahagiaan 
yang lebih hakiki. Semangat umat Islam untuk melaksanakan ajaran Islam 
khususnya dalam bidang ekonomi semakin kokoh terlebih ditandai dengan 
munculnya gerakan ekonomi Islam sebagai alternatif lain dari sistem ekonomi 
                                                          
1
Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur‟an dan Terjemahnya, CV Toha Putra, Semarang, 
1991 hlm. 69-70 
 
2 
 
konvensional yang berbasis sistem bunga (ribawi) yang dianggap tidak adildan 
eksploitatif. 
2
 
Lembaga perbankan sebagai lembaga keuangan mempunyai nilai strategis 
dalam kehidupan perekonomian nasional baik sebagai lembaga intermediasi bagi 
sektor-sektor yang terlibat di dalam suatu perekonomian maupun sebagai 
perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) dengan 
pihak-pihak yang kekuranagn dana yang memelurkan dana (lack of funds).
3
 
Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan  
pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pembiayaan tersebut serta melancarkan 
mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. 
Dalam kegiatan perkreditan dan pembiayaan tersebut, fenomena ekonomi 
yang terlihat mendesak untuk ditanggulangi adalah interaksi umat Islam dengan 
bank. Bank-bank konvensional yang ada sekarang ini menawarkan sistem bunga, 
sedangkan Islam melarang adanya riba dan setiap pelanggaran atas ketentuan ini 
merupakan perbuatan dosa kepada Allah. Riba merupakan tambahan yang diambil 
atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah 
diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian. Allah melarang dengan tegas 
semua jenis riba.  Allah SWT berfirman dalamAl Qur‟an Surat Al Baqarah : 278-
279: 
 
ب َٚب ُّٓ  ٚأَ ٍَ ِٚزَّناَإُُ  يآَإُمَّراََ َّاللَّأُس  ر  َٔب  يَ َٙ ِم ثَ ٍَ ِيَب ث ِّشناٌََْ ِاََُْىزُْ ُكَ ٍَ ُِِٛيْئُيَ(ٕ٧٢)ٌَْ ِب فََْى نَإُه  عْف رَإَُ  ْرؤ فَ
 َةْش  ِحثَ ٍَ ِيََِ َّاللََِّّ ِنُٕص  س  ٌََْٔ ِا  ََُْٔىزُْجرََْىُك ه فََُسُٔءُسََْىُِكنا  ٕ ْي أَلاَ ٌَ ٕ ًُ ِهْظ رَلا  َٔ ٌَ ٕ ًُ  هُْظرَ(ٕ٧٢) 
 
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwallah kepada Alloh dan 
tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang orang yang 
beriman. (278) Maka jika kamu tidak mengerjakannya (meninggalkan sisa 
riba) Maka ketahuilah bahwa Alloh dan rasulnya akan memerangimu  dan 
                                                          
2
 Syafi‟i Antonio, Bank Syari‟ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, Jakarta : Tazkia Institute, 
1999 , hal 124-125. 
3
 Suprianto, “Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) di Lingkungan Bank Perkreditan Rakyat 
(BPR) Dalam Rangka Menyalurkan dan Pinjaman”, Tesis Surabaya: Program Pasca 
Sarjana Universitas Airlangga, 2002, h. 3 
3 
 
jika kamu bertaubatMaka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya 
dan tidak pula dianiaya (279) 
4
 
 
Diperlukan lembaga perbankan yang Islami yang bebas dari praktek-
praktek riba, tidak bersifat spekulatif, pembiayaan kegiatan usaha riil sehingga 
umat Islam dapat menyalurkan investasi sesuai syariah.Perbankan syariah adalah 
lembaga investasi dan perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsi-prinsip 
syariah sumber dana yang didapatkan harus sesuai dengan syariah dan alokasi 
investasi yang dilakukan bertujuan menumbuhkan ekonomi dan social dngan 
nilai-nilai syariah.
5
 Bank Islam dalam melakukan aktivitas usahanya tidak 
berdasarkan kepada bunga, tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan 
system pola bagi hasil terhadap keuntungan atau kerugian”6. 
Menurut Amin Aziz, yang dimaksud dengan Bank Islam (bank 
berdasarkan syariah Islam) adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem 
dan oprasinya berdasarkan syariah Islam. Ini berarti operasi perbankan mengikuti 
tata cara berusaha mampu perjanjian berusaha berdasaran Al-Quran dan Hadis, 
dan bukan tata cara dan perjanjian berusaha yang bukan dituntut oleh Al-Quran. 
Dalam operasinya Bank Islam menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan 
lainnya sesuai dengan syariah Islam, tidak menggunakan bunga.
7
 
Bank syari‟ah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa 
keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem Islam, khususnya yang bebas 
dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian (maysir), bebas 
dari hal-hal yang tidak jelas (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai 
kegiatan usaha yang halal yang kesemuanya merupakan prinsip-prinsip perbankan 
syari‟ah. Bank syari‟ah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank 
Syariah atau Islamic Bank adalah  Bank yang menjalankan kegiatan usahanya 
                                                          
4
Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur‟an dan Terjemahnya, CV Toha Putra, Semarang, 
1991 hal 69-70 
5Said Sa‟ad Marthon, Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global, (Jakarta: Zikrul Hakim, 
2004), hal 127 
6
Agustianto, Percikan Pemikiran Ekonomi islam, Respon Terhadap Persoalan Ekonomi 
Kontemporer, Cipta Pustaka Media, Bandung, 2002, hal.105 
7Amin Aziz,“MengembangkanBank Islam di Indonesia” dalamAspek-aspek hukum perbankan di 
Indonesia. , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:2001,  hal. 11 
 
4 
 
berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank Islam menjauhkan dirinya dari hal-hal 
yang bersifat bunga atau riba, namun mengedepankan bagi hasil.  Bagi hasil 
dalam berinvestasi tersebut terdiri dari dua bagian yaitu bagi hasil keuntungan 
maupun bagi hasil kerugian dari investasi yang dijalankan.
8
 Bank tanpa bunga 
merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syari‟ah, dimana sejumlah 
instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank syari‟ah selain menghindari 
bunga, juga secara aktif ikut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan 
dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.
9
 Perbankan 
syariah di Indonesia merupakan bagian integral dari pengembagan sebuah sistem 
perbankan nasional dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API).
10
 
Pembentukan Bank Syari‟ah semulamemang banyak diragukan, karena 
banyak yang menganggap bahwa sistem perbankan bebas bunga (interest free) 
adalah suatu yang tidak lazim dan tidak mungkin dilakukan dan adanya 
pertanyaan tentang bagaimana bank akan membiayai operasinya. Tetapi di lain 
pihak, bank Islam adalah satu alternatif sistem ekonomi Islam, yang dapat 
menentramkan para penganut agama Islam, karena dapat menjalankan kebutuhan 
mereka di dunia tanpa melanggar aturan (syariat) yang ada dalam Al- Qur‟an dan 
Hadits.
11
 Sebagian produk perbankan syariah, sebenarnya merupakan paduan 
antara praktek-praktek perbankan konvensional dengan prinsip-prinsip dasar 
transaksi ekonomi Islam. Namun demikian dengan keluwesannya produk 
perbankan syariah menjadi sangat luas dan lebih lengkap dibandingkan dengan 
produk-produk perbankan konvensional.
12
 Beberapa produk pembiayaan dari 
Bank Syari‟ah yang sering digunakan adalah Murabahah, Mudharabah dan 
Musyarakah. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan 
tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam 
                                                          
8
Maran Marimuthu, Chan Wai Jing, Lim Phei Gie, Low Pey Mun, Tan yew Ping, Islamic Banking: 
Selection Criteria and Implications, Globlal  Journal of Human Social Science, Vol 10 
Issue 4(Ver 1.0) September 2010, hlm. 53  
9
Muhammad Fauzi, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keinginan MigrasiNasabah 
Bank Umum Syari‟ah di Kota Semarang, (Semarang: IAIN Walisongo, 2008), hlm. 11. 
10
Muhammad Kamal ubair, “Akselerasi Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia”Millah Jurnal 
Studi Islam, Vol.III, No.1, Agustus 2008, hlm 1-16 
11
 M. Luthfi Hamidi, Jejak-jejak Ekonomi Syariah, Senayan Abadi Publishing, Jakarta, 2003, hlm. 
6. 
12
Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008,  hlm. 88 
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Murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, 
kemudian ia mengisyaratkan akan laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian 
Murabahah, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh 
nasabahnya dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan 
harga yang ditambah keuntungan atau di mark up. Transaksi Murabahah 
merupakan pembiayaan mayoritas dari total penyaluran dana Bank Syari‟ah, 
hingga ada kesan bahwa semua transaksi penyaluran dana“diMurabahahkan”. 
Namun, ada kalanya Bank Syari‟ah tidak mau repot dengan langkah-langkah 
pembelian barang (berposisi sebagai penjual), sehingga digunakanlah akad 
wakalah untuk memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang 
tersebut. Terhadap praktek ini, Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya 
menetapkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 
barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah 
barang secara prinsip menjadi milik bank. 
Murabahah sangat berguna bagi seorang nasabah yang membutuhkan 
barang secara mendesak tetapi kekurangan dana. Nasabah dapat meminta kepada 
bank untuk membiayai pembelian barang yang dibutuhkan dan bersedia 
membayarnya kembali pada saat yang ditentukan. Harga jual kepada nasabah 
adalah harga beli pokok ditambahkan margin keuntungan yang disepakati. 
Pemilikan (ownership) dari barang yang dipesan dapat dialihkan kepada nasabah 
secara proporsional sesuai dengan angsuran yang telah dibayar. Dengan demikian 
barang yang dibeli berfungsi sebagai agunan sampai seluruh biaya dilunasi. Bank 
syariah diperkenankan juga meminta agunan tambahan dari nasabah yang 
bersangkutan.
13
 Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 23  Undang-
undang Perbankan bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan 
nasabah, debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau 
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.  
Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, kedua belah pihak (bank 
dan nasabah) harus mematuhi peraturan yang disepakati bersama, yaitu bank 
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harus mendatangkan barang yang benar-benar memenuhi pesanan nasabah, baik 
jenis, kualitas atau sifat-sifat lainnya. Sedangkan bagi nasabah, jika barang telah 
sesuai dengan ketentuan dan ia menolak untuk   membelinya maka bank berhak 
untuk menuntutnya secara hukum. Hal ini merupakan konsensus para yuris Islam, 
karena pesanan dianalogikan dengan hutang (dhimmah) yang harus ditunaikan.
14
 
Bagya Agung Prabowo mengemukakan tentang asas-asas akad Murabahah, 
seperti hukum perjanjian dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata yang 
mengenal asas kebebasan berkontrak, asas personalitas, dan asas itikad baik; 
dalam hukum adat mengenal asas terang, tunai dan riil, maka dalam hukum Islam 
juga mengenal asas-asas hukum perjanjian: 1. Al Hurriyah (kebebasan) 2. Al 
Musawah (persamaan atau kesetaraan) 3. Al „Adalah (keadilan) 4. Ar Ridha 
(kerelaan)5. Ash Shidiq (kebenaran dan kejujuran) 6. Al Kitabah (tertulis). 
Di antara 6 (enam) asas-asas hukum perjanjian pada hukum Islam tersebut 
dalam hal akad Murabahah asas al musawah demikian pentingnya, karena dari ke 
enam asas tersebut al musawah merupakan awal dari adanya asas-asas yang lain: 
ar ridha atau kerelaan, al hurriyah atau kebebasan seseorang untuk membuat 
menyetujui pembuatan perjanjian, al „adalah atau adanya keadilan serta as shidiq 
atau kebenaran dan kejujuran. Asas Musawah dalam akad atau perjanjian dapat 
diartikan sebagai persamaan dalam hukum atau kesetaraan, dalam hukum kontrak 
menggunakan istilah keseimbangan. Asas ini merupakan pelaksanaan dari prinsip 
itikad baik, prinsip transaksi yang dilandasi oleh kejujuran dalam menentukan 
sesuatu hal, termasuk di dalamnya dalam hal menentukan “margin keuntungan” 
karena nantinya akan berakibat dalam penentuan margin pada dasarnya ada 
perbedaan dalam angsuran antara 2 (dua) tahun dengan angsuran dengan jangka 
waktu lebih dari 2 (dua) tahun (yang terjadi adalah pembayaran angsuran lebih 
besar dari pada yang seharusnya). Ruang lingkup dan daya kerja asas 
proporsionalitas tampak lebih dominan pada kontrak komersial. Dengan asumsi 
dasar bahwa karakter kontrak komersial menempatkan posisi para pihak pada 
kesetaraan, maka tujuan para pihak yang berkontrak (disebut juga para 
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“kontraktan”) yang berorientasi pada keuntungan bisnisakan terwujud, apabila 
terdapat pertukaran hak dan kewajiban yang fair (proporsional). Asas 
proporsional tidak dilihat dari konteks keseimbangan matematis, tetapi pada 
proses dan mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang berlangsung secara 
adil.
15
 
Pemberian akad Murabahah dimulai dengan adanya nasabah yang 
membutuhkan suatu barang entah untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif 
ataupun untuk keperluan usaha namun tidak memiliki dana yang cukup. Nasabah 
meminta kepada Bank untuk dapat membiayai terlebih dahulu kebutuhan barang 
tersebut. Kemudian calon nasabah diwajibkan untuk mengisi application-form 
yang telah tersedia; setelah disepakati margin keuntungannya, ditandatanganilah 
akad Murabahah yang disediakan juga oleh pihak Bank Syari‟ah. Jadi semua 
form telah tersedia, walaupun form tersebut ada bagian yang kosong yang 
kemudian diisi oleh kedua pihak dari hasil kesepakatan. Proses yang demikian itu 
merupakan pertanyaan yang penting dari akad Murabahah ini, yaitu: apa bedanya 
dengan prosedur kredit pembelian barang dari bank konvensional, benarkah pihak 
nasabah sebagai pembeli barang mendapatkan “keleluasaan” untuk “menentukan” 
margin keuntungannya yang kemudian dituangkan dalam akad Murabahah 
tersebut; apakah klausul-klausul dalam akad tersebut yang merupakan kontrak 
baku akan mendukung janji tentang harga barang yang kemudian dibayar secara 
angsuran telah pula memenuhi asas-asas yang ada pada hukum perjanjian Islam 
khususnya dalam perbankan syari‟ah. 
Pada dasarnya ada 2 (dua) pendapat tentang standar kontrak. Pendapat 
pertama adalah yang memperbolehkan standar kontrak dibuat sepihak oleh 
pengusaha dan atau pemilik modal atau pemberi hutang (creditor) dengan alasan: 
mereka membuat standar kontrak sedemikian rupa, supaya dapat melindungi 
kepentingan mereka, yaitu modalnya pasti kembali dan mereka mendapat 
pembagian keuntungan, asal standar kontrak tersebut tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undang yang berlaku. Adapun perundang-undangan yang 
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dimaksud dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen. Jadi nasabah akad Murabahah merupakan salah satu 
dari konsumen sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. 
Sedangkan pendapat kedua, yaitu pihak yang tidak memperbolehkan, lebih pada 
alasan bahwa pembuatan standar kontrak oleh satupihak saja, pasti akan 
“menguntungkan” pihak yang membuatnya dan di sisi lain akan “memberatkan” 
bagi pihak nasabah atau penerima modal (debitor). Oleh karena itu, 
kesepakatannya merupakan kesepakatan yang terbatas. Nasabah atau penerima 
modal terbatas pilihannya, menerima modal atau dalam hal Murabahah membeli 
rumah melalui Bank Syari‟ah, berarti menerimasemua syarat yang ada dalam 
standar kontrak yang tersedia. 
Meskipun dalam hubungan yang sifatnya muamalah namun secara 
filosofis setiap akad syariah yang dibuat merupakan bagian dari konsep holistik 
ibadah yang juga merupakan hubungan  manusia terhadap Tuhan yang harus 
dapat dipertanggungjawabkan. Firman Allah SWT,  
ب َٚب ُّٓ  ٚأَ ٍَ ِٚزَّناَإُُ  يآَا  ِراََُْىزُْ  ٚا  ذ رَ ٍَ ْٚ  ِذثَ ِٗناَ َم  ج أًَّٗ  ضُيََُُُِٕجزْكب فََُْتزْك ْٛن  ََْٔىُك ُْٛ  ثَ َِترب  كََِلْذ  عْنِبثَلا  َٔ َْةؤ َٚ
 َِترب  كٌََْ  أَ َُتزْك َٚب  ً  كََُّ  ً َّه  عََُ َّاللََُّْتزْك ْٛه فََِِمه ًْ ُْٛن  َِٔ٘زَّناََِّ ْٛ  ه  عََُّك  حْناََِكَّز ْٛن  ََٔ َّاللََُّ َّّث  سَلا  ََْٔش  خْج ََُُّْٚ ِيَ
ًبئْٛ  شٌََْ ِب فَ ٌَ ب  كَِ٘زَّناََِّ ْٛ  ه  عََُّك  حْناًَبِٓٛف  صََْٔ  أَِٛع  ظًبفََْٔ  أَلاََُعِٛط زْض ٌََْٚ  أَََّم ًِ َُٚ َٕ ََُِْْمه ًْ ُْٛه فََُ ُِّّٛن  ََِٔلْذ  عْنِبثَ
أُذِٓ ْش زْصا  ٍََِٔ ْٚ  ذِٛٓ  شٍََْ ِيََْىُِكنب  جِسٌََْ ِب فََْى نَب َُٕك ٍََِٚ ْٛ  هُج  سَ َمُج  ش فٌََِ ب ر أ  شْيا  ٍََْٔ ًَّ ِيَ ٌَ ْٕ  ظْش رَ ٍَ ِيَ
َِءا  ذ ٓ ُّشناٌََْ  أَََّمِع رَب  ً ُْا  ذِْحاَ َش ِّك  ُزز فَب  ً ُْا  ذِْحاَٖ  شْخلأاَلا  َٔ َْةؤ ََُٚءا  ذ ٓ ُّشناَا  ِراَب  يَإُعُدَلا  َٔإُي ؤْض رٌََْ  أَ
َُُُِٕجزْك رَاًشِٛغ  صََْٔ  أَاًشِٛج  كَ ِٗناََِّ ِه  ج أََْىُِكن  رََُػ  ضْل أَ َذُْ ِعََِ َّاللََُّو  ٕ ْل أ  ََِٔح  دب َّٓشِهنَ َْٗد أ  َٔلا أَإُثب رْش رَِلااٌََْ  أَ
 ٌَ ُٕك رًََح  سب  ِجرًََح  شِظب  حَب  َُٓٔشُِٚذرََْىُك ُْٛ  ثَ َشْٛ  ه فََْىُكْٛ  ه  عَ َحب ُُجَلا أَب ُُْٕجزْك رَأُذِٓ ْش أ  َٔا  ِراََُْىزْع ٚب ج رَلا  َٔ
ََّسب  ُعَٚ َِترب  كَلا  َٔ َذِٛٓ  شٌََْ ِا  َٔإُه  عْف رََُ ََِّّب فَ َقُُٕضفََْىُِكثَإُمَّرا  ََٔ َّاللََُّىُك ًُ ِّه  ُعٚ  ََُٔ َّاللََُّ َّاللّ  ََِّٔمُِكثََْٙ  ش َءَ َىِٛه  عَ
(ٕ٢ٕ) 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‟amalah dengan cara tidak 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan 
janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, 
maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu 
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mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada 
Allah (Tuhannya) dan jangankah ia mengurangi sedikitpun daripada 
hutangnya”.(QS-Al Baqarah:282). 
Penulis mencermati perjanjianbaku dalam akad murabahah yang 
diaplikasikan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Syariah atau 
disingkat Bank JATENG Syariah sebagai hal yang menarik untuk dikaji 
dikarenakan perkembangannya, akad murabahah banyak dipergunakan  atau 
diaplikasikan dalam kegiatan bisnis oleh karena itu penting untukmengkaji 
standarisasi akad Murabahah dalam Perbankan Syariah tersebut, khususnya  hal 
ini ditujukan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip syari‟ah dan kemungkinan 
variasinya dalam praktek, di sisi lain masyarakat telah memiliki persepsi bahwa 
bank syari‟ah berbeda, lebih tinggi kualitas moralnya, etika dan bisnisnya 
dibandingkan dengan bank konvensional.Al Qur‟an Surat Al Baqarah ayat 282 
menegaskan bahwa seorang penulis akad harus menuliskannya dengan benar, 
benar disini  dipersepsikan benar dalam materi akadnya tidak ditambah juga tidak 
dikurangi serta benar dalam arti substansi akad tersebut tidak menyimpang dari 
kaidah syariat. Sehingga perlu dikaji pula bagaimanakah keabsahan perjanjian 
baku dalam akad murabahah menurut hukum Islam.Sehingga penulis tertarik 
untuk meneliti dalam suatu tesis yang berjudul “ Analisis Penerapan Asas 
Proporsionalitas Dalam Akad Baku Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Kota Semarang. 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dan untuk 
mempermudah penulis dalam melaksanakan penelitian agar maksud, tujuan dan 
sasaran dari penelitian ini terarah, maka penulis merumuskan permasalahan yang 
akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:  
1. Bagaimanakah penerapan asas proporsionalitas dalam akad baku 
pembiayaan murabahah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah 
Syariah ? 
2. Apakah bentuk perjanjian baku dalam akad murabahah diperbolehkan 
menurut ketentuan hukum Islam? 
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C. Tujuan Penelitian 
Dalam suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, hal ini 
diharapkan agar dalam pelaksanaan kegiatan memiliki pegangan yang kuat 
dan memperoleh hasil yang terarah demi tercapainya tujuan yang telah 
ditentukan. Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah 
diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 
1. Tujuan Objektif 
a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas 
proporsionalitas dalam akad baku pembiayaan  murabahah padaPT 
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Syariah. 
b. Untuk mengetahui dan menganalisisboleh tidaknya bentuk 
perjanjian baku dalam akad murabahah  menurut ketentuan hukum 
Islam. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang hukum 
perbankan syariah khususnya mengenai akad murabahah sehingga 
dapat mengembangkan daya berpikir dan daya penalaran penulis 
agar dapat berkembang sesuai dengan bidang penulis. 
b. Untuk memperoleh bahan hukum  yang akan penulis pergunakan 
dalam menyusun tesis ini sebagai persyaratan untuk mendapatkan 
gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta  
D. Manfaat Penelitian  
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 
1.  Manfaat Teoritis  
a. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  melengkapi  
penjelasan  yang telah   ada   sebelumnya   dan   sebagai   
referensi   bagi   penelitian selanjutnya dalam mengembangkan 
keilmuan  di  bidang hukum perbankan syariah khususnya 
mengenai akad murabahah. 
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b. Dengan  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  
sumbangan pemikiran   akademis, sebagai   wacana   di   
bidang   ilmu   hukum khususnya dalam bidang kenotariatan 
tentang pembuatan akta sehubungan dengan akad murabahah 
2. Manfaat Praktis  
a. Bagi Nasabah : diharapkan dapat menjadi masukan bagi 
nasabah yang mempergunakan produk bank syariah khususnya 
akad murabahah agar dapat mengetahui haknya secara 
proporsional 
b. Bagi  Bank  :   diharapkan  dapat  memberi masukan tentang 
hal-hal yang berkaitan dengan akad murabahah sehingga dapat 
menjadi salah satu produk unggulan bagi bank yang sesuai 
ketentuan syariah 
c. Bagi Notaris : diharapkan dapat menjadi masukan dalam 
pembuatan akta sehubungan dengan akad murabahah 
d. Bagi  penulis :  supaya  dapat  menambah  wawasan  
intelektual, kemampuan penalaran dan pemahaman tentang 
kewenangan notaris dalam pembuatan akta dalam perbankan 
syariah khusunya akad murabahah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
